BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEHAMILAN DI LUAR
NIKAH SEBAGAI FAKTOR UTAMA PENYEBAB
MENINGKATNYA PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA TUBAN

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan, bahwa tujuan
utama dalam perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang tentram, bahagia
selama-lamanya dengan mengharap rido Tuhan Yang Maha Esa." Ketika akad nikah
telah dilafazkan, maka antara mempelai pria dan wanita telah memiliki konsekuensi
hukum sebagai suami-istri, hidup berumah tangga, dengan segala hak dan kewajiban
yang melingkupinya. Jika salah satu pihak melalaikannya, tentu akan berdampak
pada harmonisasi dalam rumah tangga.

Untuk dapat mewujudkan tujuan mulia itu, diperlukan berbagai persiapan,
mulai dari fisik, psikis, maupun faktor-faktor penunjang lain. Di antara hal
terpenting, tentu adalah kematangan calon suami dan istri baik dari segi usia
maupun kedewasaan, karena dengan hal itu, keduanya akan mampu lebih bijak
dalam menghadapi setiap problematika rumah tangga.

Dengan kematangan usia tersebut, secara tersirat Islam menganjurkan untuk

mencegah terjadinya perkawinan usia dini, schingga kualitas dari para calon orang

! Lihat Pasal | Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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tua tersebut menjadi lebih baik dan mampu membina kehidupan rumah tangga yang
bahagia.

Namun tak bisa dipungkiri, kondisi fisik dan lingkungan zaman kini, telah
membawa dampak yang sangat luar biasa bagi para remaja. Perkawinan dini yang
awalnya tabu, namun, kini telah menjadi trend masyarakat. Apalagi, tak sedikit yang
ternyata telah didahului hubungan luar nikah. Adakalanya mereka sadar dan
kemudian ferpaksa menikah, namun, tidak sedikit juga yang akhirnya jatuh pada
praktik aborsi atau bahkan yang lebih parah meregangkan nyawa karena tak kuat

menanggung malu atau bunuh diri.

A. Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permohonan Dispensasi
Perkawinan Karena Hamil di Luar Nikah di PA Tuban

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang penulis dapatkan, ada
beberapa hal yang melandasi meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan
di PA Tuban, terlebih karena hamil di luar nikah.

Problematika tersebut biasanya melibatkan dua faktor; pertama, faktor
dari luar (eksternal), dan kedua, faktor dari dalam (internal). Kedua faktor
tersebut akan terus menggelayuti setiap perjalanan hidup manusia di mana
keduanya bisa jadi membawa ke arah kebaikan, atau justru sebaliknya,

menjerumuskan manusia ke arah kejelekan.

? Husein Muhammad, Figh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender,
(Yogyakarta: Lkis, Cet. Vi, 2012), 101.
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Adanya kedua faktor tersebut terbukti menjadi gambaran terhadap
meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah di
Pengadilan Agama Tuban yang tergambar dalam penjelasan berikut:

1. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum

Tidak bisa dipungkiri, kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari
tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum
penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat
dan bernegara. Sebaliknya, jika kesadaran hukum penduduk suatu negara
rendah, yang berlaku di sana adalah hukum rimba.

Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang
mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh
masyarakat. Hukum memiliki beberapa unsur, antara lain: mengatur
tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan tersebut
diadakan oleh badan yang berwajib, bersifat memaksa dan ada sanksi
tegas bagi setiap pelanggarnya.?

Dalam hidup bermasyarakat maupun bernegara manusia takkan
pernah lepas dari aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
Aturan tersebut harus diaati sepenuhnya agar tercipta kemakmuran dan

ketentraman hidup dalam masyarakat.*

3 CST Kansil, Pengantar limu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
1989), 39.

4 Ibid,, 40.
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Dalam hukum positif di Indonesia (KUHP), berduaan antara
lawan jenis cenderung diperbolehkan, bahkan hubungan badan antara
keduanya (perzinahan) tidak diancam dengan sanksi apapun, asal
dilandasi suka sama suka dan sudah dewasa.’ Hal ini merupal;an suatu
kejanggalan hukum positif (KUHP) yang menitikberatkan perbuatan
hubungan badan yang bukan muhrim dengan dasar suka sama suka dan
tidak mengganggw/merugikan orang lain.

Hal ini tentu berbeda dengan syari’at Islam yang memandang
perzinahan, siapapun yang melakukannya, suka ataupun tidak suka,
terkena hukuman had (hukuman dera bagi yang belum kawin, dan rajam
bagi yang sudah kawin). Hal ini dilakukan karena Islam tidak hanya
melihat pada efek dari zina, akan tetapi juga pada esensi dari perbuatan
tersebut. Sekalipun tidak mengakibatkan efek pada diri sendiri, akan
tetapi, secara tidak langsung telah menggerogoti tatanan moral yang ada
dalam masyarakat. Oleh karenanya, dalam Islam, remaja sangat
dianjurkan tidak mendekati segala bentuk perzinahan, apalagi terjerumus
ke dalamnya, karenanya ia dihukumi haram.®

Dalam kasus dispensasi perkawinan ini, kurangnya kesadaran

hukum terlihat dari bagaimana prilaku remaja yang sudah mengabaikan

* Lihat Pasal 284 ayat 1 dan 2 dan Pasal 287 ayat 2 KUHP.
M. Igbal Haetami, Married by Accident, (Jakarta: QultumMedia, 2009), 79.
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aturan-aturan hukum bahkan mengabaikan perintah agama. Mayoritas
remaja telah menjalani hubungan asmara yang lamanya bervariasi, dari 5
bulan bahkan sampai tahunan. Hubungan merekapun bukan hubungan
biasa. Selain pacaran, hubungan luar nikah tak jarang dilakukan. Hal ini
terungkap dari data penetapan dan Berita Acara Pemeriksaan bahwa
dalam beberapa kasus, remaja tak sungkan untuk berhubungan intim
dengan pasangannya, walaupun masih belum terikat dalam bingkai
perkawinan. Bahkan yang lebih mencengangkan, hubungan tersebut
dilakukan di rumah salah satu pasangan.’

Menurut penulis, bukan tidak mungkin para orang tua maupun
remaja telah mengetahui bahwa apa yang mereka kerjakan adalah
terlarang, karena memang tidak ada hukum yang menghalalkan
hubungan luar nikah. Merekapun tentu sudah mengerti konsekuensi
hukum yang akan didapat jika melakukan hal demikian. Akan tetapi,
nyatanya hal yang dilarang tersebut tetap terjadi, sehingga akhirnya sang
pasangan hamil di luar nikah. Bahkan ada beberapa kasus di mana baik
pemohon maupun calon mempelai, justru tanpa beban dengan kondisi
yang dihadapi, seolah kehamilan di luar nikah merupakan hal yang

biasa.®

7 Risana Yulinda (Hakim PA Tuban), Wawancara, Tuban, 20 Desember 2011.
8 M
1bid.
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Jika demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan melawan
hukum tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum
masyarakat Tuban sendiri masih rendah, apalagi didukung data
banyaknya permohonan dispensasi perkawinan karena hamil yang terus

meningkat.

2. Faktor Pergaulan Bebas (Kenakalan Remaja)

Terjerumusnya remaja ke dalam pergaulan bebas dikarenakan
lemahnya komunikasi dan pengawasan orang tua. Sikap remaja yang
labil dan membutuhkan tempat untuk mencurahkan perasaannya, tidak
mendapat respon dan perhatian yang lebih dari orang tua di mana mereka
cenderung sibuk untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan hidup
dan pendidikan anaknya.

Padahal, dalam kondisi ini, remaja membutuhkan tempat yang
tepat agar keingintahuan dan hasrat dalam jiwanya dapat tersalurkan ke
wadah yang tepat sehingga mereka mampu berjalan lurus dan terhindar
dari jerat pergaulan bebas dan kenakalan remaja yang tentunya sangat
meresahkan orang tua dan masyarakat.’

Mengenai pergaulan bebas, ada sebuah penelitian menarik.

Dalam sebuah penelitian, Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta

° M. Iqbal Haetami, Married by Accident, 11.
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Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora (LSCK PUSBIH) merilis bahwa
hampir 97,05 persen mahasiswi di Yogyakarta sudah hilang
keperawanannya saat kuliah. Yang lebih mengenaskan, semua responden
mengaku melakukan hubungan seks tanpa ada paksaan. Penelitian itu
dilakukan selama 3 tahun mulai Juli 1999 hingga Juli 2002, dengan
melibatkan sekitar 1.660 responden yang berasal dari 16 perguruan
tinggi baik negeri maupun swasta di Yogya. Dari 1.660 responden itu,
97,05 persen mengaku sudah hilang keperawanannya saat kuliah. Hanya
ada tiga responden atau 0,18 persen saja yang mengaku sama sekali
belum pernah melakukan kegiatan seks, termasuk masturbasi.

Namun, penelitian ini dianggap tendensius dan tidak
menggunakan metode penelitian sebagaimana mestinya, sehingga
banyak kalangan yang meragukan hasil penelitian tersebut. Akan tetapi,
Fakta lain yang mengejutkan adalah saat Kepala Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarief, menyebutkan
bahwa lebih dari separuh remaja perempuan lajang di Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, dan Bekasi disebut tidak perawan karena melakukan
hubungan seks pranikah alias berzina alias kumpul kebo. Data yang
dimilikinya menunjukkan sejak 2010 lalu diketahui sebanyak 50 persen
remaja perempuan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan

Bekasi (Jabodetabek) sudah tidak perawan karena melakukan hubungan



80

seks pra nikah. Remaja putri ini mengaku sudah pernah melakukan
hubungan suami istri di luar nikah. Bahkan, tidak sedikit di antaranya
hamil di luar nikah. Selain itu dari data remaja perempuan yang tidak
perawan sebelum menikah dari wilayah Indonesia lainnya, Jakarta, 51
persen, Surabaya mencapai 54 persen, Medan 52 persen, Bandung 47
persen, dan Yogyakarta 37 persen di mana kasus perzinaan yang paling
dahsyat terjadi di kota ini, tercatat sebanyak 37 persen dari 1.160
mahasiswi sudah hamil di luar nikah."®

Bisa dibayangkan pemandangan seperti apa yang ada di
kalangan remaja dan mahasiswi jika satu di antara tiga mahasiswi
perutnya buncit. Hal itu setidaknya menggambarkan bagaimana
pergaulan remaja saat kini.

Dalam kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama
Tuban ini, tuntunan ajaran agama dan norma-norma susila sepertinya
tidak lagi diindahkan, sebagaimana mayoritas perkara dispensasi
perkawinan karena hamil, 100% atau 87 kasusnya akibat pergaulan yang
berlebihan (yakni sudah terlibat pacaran selama berbulan-bulan bahkan
lebih dari setahun), bahkan dalam perkara nomor

0154/Pdt.G/2011/PA.Tbn antara Tini dan Agung (bukan nama asli)

' Doddy Poerbo, Satu Dari Tiga Mahasiswi Jogya Hamil di luar Nikah dalam
http://edukasi.kompasiana.com/201 1/07/03/satu-dari-tiga-mahasiswi-jogya-hamil-diluar-nikah/,
diakses 7 Juli 2012.
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warga Tegalrejo Kecamatan Merakurak, telah melakukan hubungan
suami istri di rumah pemohon (ayah calon istri). Kedua muda-mudi ini
sudah menjalin hubungan asmara selama lebih dari setahun, dan sudah
melamar 3 bulan sebelum permohonan dispensasi diajukan. Bahkan
Agungpun sudah sering menginap di rumah calon mertuanya, hingga
akhirnya diketahui sang anak telah berbadan dua alias hamil 2 bulan.""
Sosok anak yang mulai beranjak dewasa sebagaimana kasus
tersebut, memang tidak sepatutnya untuk dikekang, namun bukan berarti
membiarkan mereka bergaul begitu saja tanpa memperhatikan etika
pergaulan sebagaimana mestinya, terlebih dengan lawan jenis, jika
dibiarkan, bukan tidak mungkin mereka justru akan terjebak ke dalam
hal-hal yang dilarang agama. Dalam hal ini, Allah memperingatkan

remaja dalam firman-Nya surat al-Nur ayat 30-31, yaitu:
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" Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tuban.
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Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah

mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya;
yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui apa yang mercka perbuat”. Katakanlah
kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mercka menahan
pandangannyas, dan kemaluannya, dan Janganlah mereka
Menampakkan perhiasannya, kecuali Yang (biasa) nampak dari
Dpadanya. dan hendakiah mereka menutupkan kain kudung
kedadanya, dan janganiah Menampakkan perhiasannya kecuali
kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah svami
mereka, atau putera-putcra mereka, atau Dputera-putera suami
mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-
putera saudara lelaki mercka, atau Dputera-putera saudara
perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-
budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang
tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak
yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan Janganlah
mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang
mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada
Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dalam rangka menjauhi perbuatan yang terlarang, maka

Scyogyanya remaja menjaga pergaulannya dengan lawan jenisnya

masing-masing. Di antara tuntunan syar’i dalam bergaul sebagaimana

makna kontekstual dalam ayat di atas antara lain adalah dengan menjaga

pandangan, menjaga/menutupi aurat dan menjauhkan diri dari berduaan

dengan lawan jenis tanpa adanya mahram yang menemaninya.

2 1bid, 282.
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Jika tuntunan tersebut dapat dilaksanakan, setidaknya dapat
menjaga ketentaraman hidup bermasyarakat serta mengurangi jumlah
pelanggaran seksual yang marak terjadi sebagaimana diwartakan di

berbagai media.

. Faktor Teknologi yang tak terkendali

Pada zaman ini, keberadaan teknologi adalah suatu yang patut
disyukuri. Karena dari sinilah, segala bentuk kemudahan dapat dirasakan
oleh manusia. Namun sayangnya, ketidakpahaman akan teknologi justru
bisa menjadi bumerang bagi para pengguna teknologi. Terlebih dengan
media-media yang berkembang dan tersebar di sekitar remaja justru
acapkali mempertontonkan hal-hal yang berbau vulgar dan erotis yang
membakar gairah remaja.

Pengaruh teknologi memang tidak serta merta hanya
membawa dampak negatif, tentu dengan kemajuan dan kecanggihan
teknologi ini, segala urusan sehari-hari masyarakat jauh lebih mudah dan
cepat. Namun tak sedikit pula dampak negatif yang dibawa, salah
satunya tatkala kemajuan teknologi ini tidak dibarengi dengan
pengetahuan akan fungsi dan tujuan diciptakannya barang tersebut, dan
tidak tanggung-tanggung, melalui teknologi pula penyebaran hal-hal

yang merusak akal sehat dan mental remaja sangat mudah dilakukan.
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Salah satu yang menjadi trend topik tentu problematika
pornografi. Dengan mudahnya akses internet dan banyaknya fasilitas
yang ada, serta link-link menuju situs pornografi, sedikit banyak telah
merubah mindset remaja dewasa ini. Keingintahuan tinggi, fasilitas yang
serba ada dan mudah, dan lemahnya pengawasan para pihak,
menyebabkan banyak remaja yang justru jatuh ke jalan yang salah. Telah
banyak kasus pencabulan bahkan pemerkosaan diakibatkan sang pelaku
kedapatan usai melihat adegan tidak sronok, atau bahkan pasangan
muda-mudi yang sengaja mempraktekkan apa yang mereka dapat dari
internet atau kiriman video lewat bluetooth telepon genggam mereka
hanya untuk memuaskan rasa penasaran, hingga akhirnya ketagihan dan
terjerumus ke dalam dunia hitam pergaulan bebas.

Untuk mengurangi penyebaran dan dampak dari pornografi,
pemerintah, pada tanggal 26 April 2008 mensahkan berlakunya Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektonik (ITE), yang dimaksudkan dapat memberikan banyak manfaat,
diantaranya untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang
melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi,
mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan
melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi

informasi. Demikian juga dengan Nawala Project, dengan domain
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network system (DNS) Nawala, perangkat lunak ini berfungsi sebagai
penyaring (filtering) yang terpasang di komputer, sehingga bisa
memblokir situs terlarang. '

Namun, bukan berarti pornografi lenyap begitu saja, hanya
saja dengan adanya sistem tersebut dapat mengurangi penyebaran
pornografi serta memberikan sanksi tegas bagi para pelanggarnya.

Dari sekian banyak permohonan dispensasi perkawinan karena hamil,
faktor kurangnya kesadaran hukum dan pergaulan bebaslah yang cukup
dominan. Hal ini terlebih karena didukung oleh adanya tradisi yang berkembang
dalam masyarakat Tuban (khususnya pedesaan) yang dengan sengaja
membiarkan anak-aqaknya bergaul dengan pasangannya di luar batas kewajaran,
karena membiarkan pasangan menginap dan melakukan hubungan layaknya
suami istri di mana mereka berdua belum terikat perkawinan. Hal ini tentu
sangat memprihatinkan karena anak pada usia remaja masih sangat labil dan
membutuhkan perhatian ekstra dari orang tua. Jika dibiarkan demikian, tentu
akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga akhimya, terjadi banyak
kasus hamil di luar nikah, sedangkan usia mereka masih belum cukup untuk
menikah. Sehingga tak ayal, para orang tua harus mengajukan dispensasi

perkawinan ke pengadilan.

¥ Hafidz, Undang Undang ITE, dalam http://havizcumi.blogspot.com/2011/11/undang-
undang-ite.html, diakses pada 7 Juli 2012
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Inilah masalah besar yang perlu segera ditangani, terutama oleh
kalangan pendidik dan orang tua untuk selalu memantau perkembangan anak
remaja mereka agar keingintahuan yang tinggi tersebut tersalurkan ke dalam
hal-hal positif, sehingga sedikit banyak juga membantu memperbaiki tatanan
moral masyarakat yang mulai tergerus arus kapitalisme, hedonisme dan lain-

lain.

. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan
Dispensasi Perkawinan dengan Alasan Hamil di Luar Nikah di PA Tuban

Batas usia perkawinan merupakan produk hukum yang diambil untuk
kemaslahatan hidup umat manusia, khususnya dalam membina kehidupan rumah
tangga. Mereka yang hendak melangsungkan perkawinan harus berusia 19 tahun
bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.'"* Hal ini dimasudkan agar calon suami
maupun calon istri memiliki kematangan dan kesiapan menjalani kehidupan
rumah tangga, baik kesiapan jasmani maupun rohani, karena masing-masing
memiliki tanggung jawab yang besar kepada keluarga dan Tuhannya.

Meskipun pemberlakuan batas usia perkawinan sudah diketok, undang-
undang negara kita masih memberikan kelonggaran untuk terjadinya

perkawinan yang menyimpang dari ketentuan tersebut, asal ada niat baik dari

' Lihat Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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kedua belah pihak untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan
agama.'®

Dalam pengajuan dispensasi perkawinan, kedua belah pihak dapat
menggunakan beragam alasan, hal ini dikarenakan undang-undang tidak
mengatur secara rinci alasan-alasan apa saja yang dapat diajukan untuk
memperoleh dispensasi perkawinan. Di sinilah peran aktif hakim dalam menilaj
perkara-perkara yang diajukan. Selain mempertimbangkan alasan-alasan
dispensasi perkawinan dari para pemohon, hakim tentu juga harus menilai
bagaimana sikap dan tindakan para pihak selama persidangan, karena hal
tersebut akan memberikan pengaruh pada penetapan hakim.

Dalam  memberi penetapan, seorang hakim tentu harus
mempertimbangkan koridor hukum dan hukum acara yang mengatur tentang
persoalan yang diperkarakan. Penetapan hakim nantinya akan memberi
kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalankan, oleh
karenanya, penetapan hakim adalah pernyataan yang merupakan hasil dari
pemeriksaan perkara.

Hakim sebagai penentu dari para pencari keadilan harus bisa memberikan
suatu putusan perkara sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan disesuaikan
dengan undang-undang yang berlaku serta kemaslahatan bagi pihak berperkara.

Dengan kata lain, asas-asas dalam beracara harus ditegakkan, seperti kebebasan

'* Lihat Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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peradilan, tidak sewenang-wenang, sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku (due process of law), dan memberikan kesempatan tiap pihak untuk
membela dan mempertahankan kepentingannya.'®

Demikian juga dengan prinsip pembuktian, majlis hakim harus
mencrapkan dan menegakkan prinsip ajaran dan sistem pembuktian dalam
proses pemeriksaan dan penyelesaian permohonan. Mengabaikan penegakan dan
penerapan ajaran dan sistem pembuktian dalam pemeriksaan permohonan, dapat
menimbulkan akibat yang fatal. Dalam kasus dispensasi perkawinan, jika majlis
hakim bertindak ceroboh dengan tidak melihat dan membaca bukti-bukti serta
saksi dengan seksama, bisa jadi bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan
merupakan hasil manipulasi dari para pemohon agar permohonannya bisa
dikabulkan majlis hakim."”

Dalam hal pembuktian ini, majlis hakim harus memperhatikan prinsip
dan sistem pembuktian sesuai dengan aturan yang meliputi: pembuktian harus
sesuai dengan undang-undang (akta, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan,
dan sumpah),'® Pembebanan pembuktian sepenuhnya kepada para pemohon,'’
nilai pembuktian mencapai batas minimal pembuktian, dan alat bukti memenuhi

syarat formiil dan materiil.

' M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IX, 2009), 39.
" Ibid.

" Lihat Pasal 164 HIR (Pasal 284 RBG) atau Pasal 1866 KUH Perdata

” Lihat Pasal 163 HIR (Pasal 203 RBG) atau Pasal 1865 KUH Perdata
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Dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama
Tuban, memang tidak semua perkara permohonan dispensasi perkawinan
diajukan atas dasar hamil di lvar nikah, akan tetapi, dari 120 perkara
permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan, 70% atau 87 kasus di
antaranya diajukan karena sang calon mempelai wanita telah berbadan dua
(hamil).

Dalam perkara-perkara tersebut, mayoritas kedua calon mempelai telah
menjalin hubungan cinta yang lamanya variatif, dan diyakini faktor hubungan
inilah yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luvar nikah. Sebagaimana
perkara 0013/Pdt.G/2010/PA.Tbn atas nama Herman (18 tahun 5 bulan, nama
samaran) dan Yuni (19 tahun nama samaran) telah menjalin hubungan asmara
selama lebih dari setahun. Dari lamanya hubungan tersebut dan faktor-faktor
cksternal lain, hubungan mereka menjurus pada hal yang dilarang agama, hingga
akhirnya hamil. Pada saat mengajukan permohonan dispensasi, sang calon
mempelai perempuan telah hamil 5 bulan. Demikian juga dengan perkara nomor
0060/Pdt.G/2011/PA.Tbn atas nama Zaini (15 tahun 5 bulan nama samaran)
dengan Yana (18 tahun nama samaran) sudah menjalin hubungan asmara selama
beberapa tahun, dan setahun belakangan telah tunangan dengan sang gadis.
Dengan ikatan itu pula, akhimya si wanita berbadan dua alias hamil 5 bulan.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak pria, mayoritas mereka mau

menikahi wanita yang dihamili tersebut. Namun sayangnya, niatan baik tersebut
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berbenturan dengan aturan perundang-undangan yang tidak memperkenankan
mereka yang berusia di bawah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita
untuk melangsungkan perkawinan sehingga pendaftaran perkawinan mereka
ditolak oleh pegawai KUA.2°

Oleh karenanya, kedua orangtua atau wali dari mempelai tersebut

mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama
untuk mendapatkan izin guna menikahkan kedua calon mempelai sebagaimana
yang diatur dalam perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 7 ayat 2
Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan, “Dalam hal penyimpangan
terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau
pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak
wanita.” ‘

Sebagaimana dijelaskan tentang materi dispensasi perkawinan, tentu
yang menjadi dasar penetapan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi
perkawinan adalah Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, di mana substansi dari
pasal tersebut adalah mengatur mengenai batas minimal usia perkawinan serta
diperbolehkannya melakukan penyimpangan dari undang-undang tersebut jika
dalam realitanya salah satu calon mempelai atau bahkan keduanya tidak mampu

memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan.

* Lihat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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Demikian juga mengenai perkawinan wanita hamil. Berdasarkan Pasal
53 Kompilasi Hukum Islam, wanita hamil dikawinkan dengan laki-laki yang
menghamili tanpa harus menunggu kelahiran sang calon bayi, dan tanpa pula
melakukan kawin ulang tatkala bayi dilahirkan.

Dengan demikian, penyimpangan terhadap pasal 7 ayat 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat berupa pengajuan
permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain
yang ditunjuk. Jika syarat administratif dan syarat materiil berupa tidak adanya
larangan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dengan pertimbangan
maslahah yang lebih besar, serta adanya i’tikad para pihak datang ke pengadian,
maka tidak ada alasan hakim untuk menolak permohonan dispensasi perkawinan

karena hamil di luar nikah sebagaimana yang telah terjadi.

. Analisis Hukum Islam terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam
Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan dengan Alasan Hamil di Luar
Nikah di PA Tuban

Dalam pandangan imam mazhab, perkawinan di bawah umur bukanlah

sesuatu yang baik (mustahab), Imam Syafi’i berkata:

O S Leasly ¥y 03Y1 Jal 0 0,5 A5 3Ly ¥ OF O oty
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Artinya: “Sebaiknya seorang ayah tidak mengawinkannya (anak perempuan
belia) sampai dia balig, agar dia bisa menyampaikan izinnya karena
perkawinan akan membawa berbagai kewajiban (tanggungjawab)”?!

Jumhur ulama’ sepakat bahwa perkawinan dimaksudkan untuk
kemaslahatan (kebaikan) semua pihak. Mereka berpandangan bahwa perkawinan
di bawah umur harus dipandang dari unsur ada tidaknya maslahah atau ada
tidaknya kekhawatiran terhadap kemmgkinan terjadinya hubungan seksual yang
tidak dibenarkan oleh agama. Apabila perkawinan dini itu dapat menimbulakan
kemudharatan, kerusakan, atau keburukan, padahal di saat yang sama faktor-
faktor kekhawatiran akan terjerumus ke dalam pergaulan seksual yang dilarang
agama tidak dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut tidak dapat
dibenarkan.?

Di dalam Islam, sebenarnya tidak ada pemberian dispensasi perkawinan,
yang ada adalah perkawinan dalam Islam didasarkan pada adanya rukun dan
Syarat perkawinan. Artinya, jika rukun dan syarat terpenuhi, maka perkawinan
dapat dilaksanakan.?® Islam juga tidak menekankan adanya batas minimal usia

perkawinan, karena usia kematangan seseorang berbeda tiap tempat dan waktu.

Namun, untuk mencapai perkawinan yang barokah, seseorang yang akan

2 Husein Muhammad, Figh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agamma dan Gender,
(Yogyakarta: Lkis, Cet. Vi, 2012), 99.

2 Ibid.

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan, 59.
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menikah seyogyanya telah mencapai balig dan rusyd, hal ini penting sebagai
bekal para mempelai dalam membina hubungan rumah tangga nantinya.**

Dari deskripsi dan penelitian yang telah dilakukan, penulis sependapat
dengan penetapan yang dihasilkan oleh Pangadilan Agama Tuan, karena pada
dasarnya, dalam penetapan tersebut, tidak ada penyimpangan terhadap Undang-
undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Demikian juga secara
tersirat, KHI tidak melarang adanya perkawinan seseorang yang telah hamil
akibat hubungan luar nikah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal
53:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang
menghamilinya.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Selain itu, penetapan yang dihasilkan juga memiliki nilai-nilai
kemanusian dan kemaslahatan. Dengan adanya pemberian izin dispensasi, maka
penetapan tersebut telah memberikan perlindungan, baik untuk istri dan anak
yang dikandungnya, maupun untuk kedua keluarga secara umum.

Dari uraian di atas, Akhirnya dapat kita ketahui, bahwa perkawinan
antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya dimaksudkan untuk memelihara

diri (hifz al-‘ird) agar mereka tidak terjerumus lebih jauh ke dalam perbuatan

terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia (hifzu al-nasl) yang

% Ibid, 68.
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sehat, mendirikan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang antara
keduanya serta untuk kemaslahatan bersama. Allah SWT berfirman dalam surat

al-Rum ayat 22:

B 3 &) Bhg 385s 288 gass ) 1Ke gl KL 1 2&0 gl O 0T 1
5Sa5 038 og¥
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” %
Demi merealisasikan tujuan tersebut, maka pengaturan keluarga dan
usaha-usaha menjaga kesehatan reproduksi menjadi suatu ikhtiar yang harus
mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk di dalamnya adalah

pengaturan tentang batas usia perkawinan yang dapat menjamin terpenuhinya

kesehatan reproduksi dan kemaslahatan.

5 Departemen Agama Rl, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya, 324.



